NO.

SASARAN
KEGIATAN

01 - Layanan
Publik Biro
Hukum dan
Organisasi yang
Prima

J

BADANPOM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN BO1 BO2 BO3

01-

Persentase

Layanan

Pengaduan

Masyarakat

dan Informasi

yang selesai

ditindaklanjuti

NO RO

1. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan
yang Diberikan

2. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan
yang Diberikan

3. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan
yang Diberikan

02 - Indeks
Pelayanan
Publik Biro
Hukum dan
Organisasi

NO RO

1. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan yang
Diberikan

2. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan yang
Diberikan

03 - Tingkat
Tindak Lanjut
pengaduan
pengaduan

TARGET

B0O4 BO5 BO6

KOMPONEN

052 - Layanan
Pengaduan dan
Informasi

052 - Layanan
Pengaduan dan
Informasi

053 - Pengelolaan
Dokumentasi dan
Informasi Publik

KOMPONEN

052 - Layanan
Pengaduan dan
Informasi

052 - Layanan
Pengaduan dan
Informasi

BO7 BO8 BO9 B10

SUB KOMPONEN

A - Operasional
Layanan Pengaduan
dan Informasi

B - Koordinasi dan
Evaluasi Layanan
Pengaduan dan
Informasi

A - Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi

SUB KOMPONEN

B - Koordinasi dan
Evaluasi Layanan
Pengaduan dan
Informasi

A - Operasional Layanan
Pengaduan dan
Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

99.71

ANGGARAN

309,105,000

35,561,000

104,827,000

4.97

ANGGARAN

35,561,000

309,105,000

ANGGARAN

242,231,400

KONTRIBUSI

126,785,400

10,619,000

104,827,000

103,630,800

KONTRIBUSI

12,471,000

91,159,800

103,630,800



NO.

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN BO1 BO2 BO3

Masyarakat
(LAPOR) yang
sudah
diselesaikan

NO RO

1. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan yang
Diberikan

2. WA.4110.BMB.001 - Layanan
Informasi dan Pengaduan yang

BO4

TARGET

BO5 BO6

KOMPONEN

052 - Layanan
Pengaduan dan
Informasi

052 - Layanan
Pengaduan dan

BO7 BO8 BO9 B10

SUB KOMPONEN

B - Koordinasi dan
Evaluasi Layanan
Pengaduan dan
Informasi

A - Operasional Layanan
Pengaduan dan

Diberikan Informasi Informasi
02 - 01-
Meningkatnya Persentase
kesesuaian UPT yang
pelaksanaan KIE melaksanakan
dengan KIE sesuai
pedoman pedoman
NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN
2. WA.4110.BIC.001 - UPT 051 - Pengelolaan A - Koordinasi dan
yang melaksanakan KIE Komunikasi, Infoemasi Monev Komunikasi,
dengan efektif dan Edukasi Obat dan Informasi dan Edukasi
Makanan
3. WA.4110.BIC.001 - UPT 051 - Pengelolaan B - Pengelolaan Bahan
yang melaksanakan KIE Komunikasi, Infoemasi Materi KIE Obat dan
dengan efektif dan Edukasi Obat dan Makanan
Makanan
03 - 01 - Jumlah 2 2 2 2 2
Terlaksananya Kebijakan
koordinasi Reformasi
penyelenggaraan  birokrasi yang
reformasi ditetapkan
birokrasi dan
pengendalian
. NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN
intern yang
efektif

1. WA.4110.ABL.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi

2. WA.4110.ABL.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi

051 - Koordinasi
Reformasi
Birokrasi

051 - Koordinasi
Reformasi
Birokrasi

A - Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi BPOM Tahun 2025

B - Penyusunan Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi
BPOM Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

ANGGARAN

35,561,000

309,105,000

93.42

ANGGARAN

71,937,000

50,043,000

ANGGARAN

14,203,000

18,587,000

ANGGARAN

KONTRIBUSI

12,471,000

91,159,800

121,980,000

KONTRIBUSI

71,937,000

50,043,000

32,790,000

KONTRIBUSI

14,203,000

18,587,000



NO.

SASARAN
KEGIATAN

04 -
Meningkatnya
Kualitas
Dukungan
Manajemen
BPOM dalam
rangka
Reformasi
Hukum

05 -
Meningkatnya
efektifitas
bantuan hukum

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN BO1 B0O2 BO3
02 - Nilai

Penilaian

Mandiri

Maturitas

SPIP BPOM

NO RO

1. WA.4110.ABL.001 - Rekomendasi

Kebijakan Reformasi Birokrasi

01 - Indeks
Reformasi
Hukum

NO RO

1. WA.4110.AAH.001 -
Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan

02 -
Persentase
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
diselesaikan

100 100 100

NO RO

1. WA.4110.AAH.001 -
Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan

2. WA.4110.AAH.001 -
Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan

01-
Persentase
Bantuan
Hukum yang
ditindaklanjuti

100 100 100

NO RO

1. WA.4110.EBA.969 -
Layanan Bantuan
Hukum

KOMPONEN

053 - Penyuluhan
Hukum

TARGET

BO4 BO5 BO6 BO7
436 4.36
KOMPONEN

051 - Koordinasi
Reformasi Birokrasi

KOMPONEN

051 - Penyusunan
Peraturan Perundang-
Undangan/Produk Hukum

100 100 100 100

KOMPONEN

051 - Penyusunan
Peraturan Perundang-
Undangan/Produk Hukum

051 - Penyusunan
Peraturan Perundang-
Undangan/Produk Hukum

100 100 100 100

B0O8 B09 B10

436 436 4.36

SUB KOMPONEN

D - PENILAIAN
MANDIRI SPIPT

SUB KOMPONEN

C - Monitoring dan
Evaluasi Reformasi
Hukum di lingkungan
BPOM

100 100 100

SUB KOMPONEN

A - Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan di Bidang
Obat dan Makanan

B - Bimbingan Teknis
Legislative Drafting

100 100 100

SUB KOMPONEN

A - Informasi Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

4.36 4.36

ANGGARAN

34,720,000

100

ANGGARAN

15,822,000

100 100

ANGGARAN

231,300,000

17,056,000

100 100

ANGGARAN

12,142,000

ANGGARAN

34,720,000

KONTRIBUSI

34,720,000

15,822,000

KONTRIBUSI

15,822,000

248,356,000

KONTRIBUSI

231,300,000

17,056,000

409,758,000

KONTRIBUSI

12,142,000



SASARAN
NO. KEGIATAN

6. 06 -
Terwujudnya
Organisasi dan
Tatalaksana
yang tepat
fungsi, tepat
ukuran, dan
tepat proses
serta Tata Kelola
pemerintahan
yang optimal

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN BO1

NO RO

2. WA.4110.EBA.969 -
Layanan Bantuan
Hukum

BO2 BO3

B04 BOS

KOMPONEN
052 -

Pertimbangan
Hukum

TARGET

BO6 BO7 B08 BO9 B10

SUB KOMPONEN

A - Pertimbangan Hukum terkait
Permasalahan Pengawasan di
Bidang Obat dan Makanan yang
terjadi di lingkungan BPOM

A - Penanganan Perkara/Kasus
Hukum Litigasi /Non Litigasi

3. WA.4110.EBA.969 - 051 -

Layanan Bantuan Penanganan
Hukum Perkara Hukum

01-

Persentase

unit

organisasi

yang

menerapkan

proses bisnis
sesuai sistem
manajemen
pengawasan
obat dan
makanan
terintegrasi

NO RO

1. WA.4110.ABL.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi

2. WA.4110.ABL.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Reformasi Birokrasi

02 -
Persentase
Dokumen
Penataan
Organisasi
yang
dihasilkan

NO RO

1. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

2. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

3. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola

KOMPONEN

051 - Koordinasi
Reformasi
Birokrasi

051 - Koordinasi
Reformasi
Birokrasi

KOMPONEN

051 - Penataan
Organisasi BPOM

052 - Penataan dan
penguatan Tata
Laksana BPOM

052 - Penataan dan
penguatan Tata

SUB KOMPONEN

C - Peningkatan Kapasitas
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

E - Pelaksanaan Audit
Internal dan Pengawalan
CAPA

SUB KOMPONEN

A - PENATAAN DAN
PENGUATAN
ORGANISASI BPOM
PUSAT

B - Reviu SOP BPOM

A - Reviu Proses Bisnis
BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

ANGGARAN

57,240,000

340,376,000

100

ANGGARAN

91,500,000

26,430,000

100

ANGGARAN

52,109,000

61,229,000

45,754,000

ANGGARAN

KONTRIBUSI

57,240,000

340,376,000

117,930,000

KONTRIBUSI

91,500,000

26,430,000

274,015,000

KONTRIBUSI

52,109,000

61,229,000

45,754,000



NO.

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN BO1 BO2 BO3

NO RO

Internal.

4. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

03 - Nilai
pembangunan
Z| Biro Hukum
dan
Organisasi

NO RO

1. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

2. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

04 - 18 36 36
Persentase

Pemenuhan

dokumen

SAKIP Biro

Hukum dan

Organisasi

sesuai

standar

NO RO

1. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

05 - Tingkat 100 100 100
Efisiensi

Penggunaan

Anggaran Biro

Hukum dan

Organsiasi

NO RO

1. WA.4110.EBA.960 -
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal.

TARGET

B0O4 BO5 BO6

KOMPONEN

Laksana BPOM

051 - Penataan
Organisasi BPOM

KOMPONEN

053 - Monitoring
dan Evaluasi
Kinerja

053 - Monitoring

dan Evaluasi
Kinerja

55 55 55

KOMPONEN

053 - Monitoring

BO7

B0O8 B09 B10

SUB KOMPONEN

B - PENATAAN DAN
PENGUATAN
ORGANISASI UPT BPOM

SUB KOMPONEN
A - Pembahasan dan
Penyusunan Kegiatan Biro

Hukum dan Organisasi

D - Manajemen Kinerja ASN
Biro Hukum dan Organisasi

73 73 82 100

SUB KOMPONEN

A - Pembahasan dan

dan Evaluasi Penyusunan Kegiatan Biro
Kinerja Hukum dan Organisasi
100 100 100 100 100 100 100
KOMPONEN SUB KOMPONEN
053 - C - Operasional Pendukung

Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

Kegiatan Biro Hukum dan
Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

ANGGARAN

114,923,000

92.9

ANGGARAN

127,576,000

45,000,000

100 100

ANGGARAN

127,576,000

100 100

ANGGARAN

42,200,000

ANGGARAN

KONTRIBUSI

114,923,000

115,422,000

KONTRIBUSI

70,422,000

45,000,000

28,577,000

KONTRIBUSI

28,577,000

117,435,000

KONTRIBUSI

42,200,000



NO.

SASARAN
KEGIATAN

07 - Koordinasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
BPOM yang
prima

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN BO1 BO2 BO3

NO RO

2. WA.4110.EBA.960 -
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal.

3. WA.4110.EBA.960 -
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal.

06 - Indeks
Manajemen
Risiko Biro
Hukum dan
Organisasi

NO RO

1. WA.4110.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

01 - Indeks
Kepuasan
Masyarakat
BPOM

NO RO

1. WA.4110.ABM.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Pelayanan Publik

02 - Tingkat
Kepatuhan
Standar
Layanan
Publik

NO RO

1. WA.4110.ABM.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Pelayanan Publik

03 - Indeks
Pelayanan
Publik BPOM

B0O4 BO5 BO6
KOMPONEN
053 -

Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

053 -

Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

KOMPONEN
053 - Monitoring

dan Evaluasi
Kinerja

KOMPONEN

051 - Pengembangan

Pelayanan Publik

KOMPONEN

051 -
Pengembangan
Pelayanan Publik

TARGET

BO7 BO8 BO9 B10

SUB KOMPONEN

E - Pemeliharaan Fasilitas
Perkantoran Biro Hukum dan
Organisasi

B - Koordinasi Internal dan
Eksternal Bidang Hukum,
Peraturan Perundang-undangan,
Organisasi dan Tata Laksana

SUB KOMPONEN

A - Pembahasan dan
Penyusunan Kegiatan Biro
Hukum dan Organisasi

SUB KOMPONEN

A - KOORDINASI
PENGELOLAAN
PELAYANAN PUBLIK

SUB KOMPONEN

C - PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PENDAMPINGAN UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B11 B12

ANGGARAN

37,180,000

38,055,000

3.4

ANGGARAN

127,576,000

94

ANGGARAN

30,618,000

93.75

ANGGARAN

103,717,000

4.76

ANGGARAN

KONTRIBUSI

37,180,000

38,055,000

28,577,000

KONTRIBUSI

28,577,000

30,618,000

KONTRIBUSI

30,618,000

103,717,000

KONTRIBUSI

103,717,000

24,028,000



INDIKATOR
SASARAN KINERJA

NO. KEGIATAN KEGIATAN BO1 BO2 BO3
NO RO

1. WA.4110.ABM.001 -
Rekomendasi Kebijakan
Pelayanan Publik

TARGET

B0O4 BO5 BO6 BO7

KOMPONEN

051 - Pengembangan
Pelayanan Publik

B0O8  B09 B10 B11 B12 ANGGARAN
SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI
B - PEMBINAAN 24,028,000 24,028,000
INOVASI PELAYANAN
PUBLIK

Total 2,153,238,000

Jakarta, 26 February 2026

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


http://www.tcpdf.org

		2026-03-26T08:12:27+0700
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




